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ABSTRAK

Persoalan pembagian waris di sekitar kita sering kali menimbulkan pertikaian di
antara keluarga yang bersangkutan. Salah satu kasus yang terjadi dalam ruang lingkup
waris adalah yang terjadi di keluarga Alm. Sugri, yang berlokasi di Kabupaten Demak.
Keluarga Sugri diketahui memiliki 9 orang anak yang terdiri dari 5 putra dan 4 putri. Sugri
merupakan salah satu pemuka agama / tokoh masyarakat di daerah tersebut.
Kesehariannya Sugri mengajar disalah satu Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA) dan
berprofesi sebagai pengusaha tambak garam.

Menjelang ajalnya, Sugri mewasiatkan secara lisan dan tulisan sebidang tanah dan
gudang garam (gudang penyimpanan garam) kepada dua anak bungsunya. Dari pewasiatan
tersebut salah satu ahli waris tidak menerimanya, sehingga terjadi konflik kepentingan
waris dalam keluarga tersebut. Hal ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan Komilasi
Hukum Islam dan Hukum Islam yang terkodifikasi dari para ulama. Dengan melakukan
analisis terhadap kasus di atas, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan kasus yang terjadi
dalam keluarga Sugri tersebut. Selain itu, penulis bertujuan pula menerka permasalahan
tersebut dengan harapan ditemukan sebuah solusi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi
kasus. Setelah melakukan analisis yang diberikan kepada salah satu seorang anak saja
seperti yang terjadi di keluarga bapak Sugri tidak sesuai dengan hukum islam, karena
pewasiat tersebut tidak memenuhi syarat dan hukum wasiat.dan interpretasi data, penulis
dapat menyimpulkan bahwa pewasiatan yang terjadi dalam keluarga bapak Sugri tidak
sesuai karena alasan bagi hasil menurut hukum Islam jumlah harta yang diwasiatkan
melebihi batas maksimum yang ditetapan, yakni sepertiga harta warisan, hal ini tidak
sesuai dengan KHI, Pasal 195 (wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua
ahli waris) dan Hadits Rasulullah tentang jumlah harta warisan.Syarat dan rukun wasiat
sebagai ketentuan dalam hukum. Yaitu : 1.wasiat tersebut diberikan kepada salah seorang
ahli waris saja. Sementara ahli waris lainya tidak menyetujui. 2. Harta yang diberikan
tersebut lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki pewasiat. 3. apalagi tidaktersebut
tidak disetujui oleh keseluruhan ahli waris. Hal ini bertentangan dengan KHI, Pasal 195
Ayat (3). Selain itu, faktor ketidakadilan merupakan sebab utama dari konflik tersebut,
sehingga solusi yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut adalah dengan membagi
harta tersebut dengan sistem faraid seperti biasanya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Waris Islam yang bisa dipelajari untuk dikembangkan dan dijadikan
acuan bagi umatnya yakni yang tertuang dalam al-Qur’an dan al-Hadis, serta
fakta-fakta sejarah pelaksanaan ajaran tersebut dalam tatanan kehidupan umat
manusia sejak zaman salaf sampai periode modern. Kajian terhadap ajaran-
ajaran Al-Qur’an dan al-Sunnah akan melahirkan rangkaian pemikiran teoritis,
sementara telaah terhadap sejarah akan memperkaya informasi faktual tentang
dinamika masyarakat di masa lalu, sehingga lebih  bijaksana dalam
perumusan pemikiran-pemikiran teoritis yang akan dikembangkan dalam
kehidupan masyarakat.*

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian
agama Islam. Jika kita bicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas
dalam pikiran Kkita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur
tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu
berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara  tertentu dan

ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin hukum yang tidak tertulis

'Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo.
Persada, 1999, hal. XIII.
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seperti  hukum adat, mungkin  juga berupa hukum tertulis dalam
peraturan perundang-undangan.?

Ketika sebuah negara berdiri dengan menerapkan aturan yang universal,
ia berangkat dari landasan kepentingan publik secara kolektif, bukan atas
dasar kepentingan kelompok, keluarga, ataupun pribadi tertentu. Dari sisi ini,
manfaat yang didapat oleh masing-masing pihak berbeda satu sama lain, dan
inilah yang disebut al-dhadh (jatah sesuai haknya), salah satunya ialah
hukum kewarisan.’

Hukum Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang
telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini
disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa
istilah untuk menamakan Hukun Kewarisan Islam seperti: Faraidh, Fikih
Mawaris dan Hukum al-Waris.

Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah
yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai
adalah Faraidh. Kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fikih Minhaj al-
Thalibin. Oleh al-Mahalliy dalam komentarnya atas matan Minhaj,
disebutkan alasan penggunaan kata tersebut, lafazh faraidh merupakan jama’
(bentuk plural) dari lafazh faridhah yang mengandung arti mafrudhah, yang

sama artinya dengan muqgaddarah yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya

M. Daud Ali, Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 43.
*Muhammad Sahriir, Metodologi Figih Islam Kontemporer, Yogyakarta: alSAQ Press, 2004,
hal. 325.
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secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-
Qur’an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan. Oleh karena itu, hukum
ini dinamai dengan Faraidh™

Adapun penggunaan kata Mawaris lebih melihat kepada yang menjadi
objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih
hidup. Sebab kata mawaris merupakan bentuk plural dari kata mirats; harta
yang diwarisi.

Dengan demikian maka arti kata waris yang dipergunakan dalam
beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta waris disebut juga
harta tanpa tuan, sebab pemilik awal harta tersebut sudah tiada. Hal ini bisa
disebabkan karena sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi dalam
waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan kepulangannya.
Karena ketiadaan pengurusan harta oleh pemiliknya, maka hukum memberikan
hak dan kewajiban kepada orang-orang yang terdekat untuk menikmati dan
mengurusi harta tersebut agar jangan sampai harta tersebut terlantar.”

Diketahui bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan berlaku bagi
seluruh manusia secara kolektif yang hidup dimuka bumi, bukan untuk pribadi
atau keluarga tertentu. Ayat-ayat tentang waris menggambarkan aturan
universal yang diterapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan /

teknik analisis/ analisis matematis) dan empat oprasional ilmu hitung

*Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2008, hal.
°Badriah Harun, Panduan Praktis Pembagian Harta Waris, Yogyakarta: Pustaka Y ustisia,
2009, hal.
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(penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian). Aturan-aturan tersebut
merupakan ketentuan Tuhan yang tetap dan sudah ditentukan.® Sesuai Firman

Allah SWT Surat an-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

)

88 o P d S0 v 5 g Aa B .2 s 4
R TollMEe s S e 05N o8 e o . . oa R B
L G B3ilea StV ball SN0 25V3 o Al pSend

P -

C///’o/// ° 23 . E C o ¥ 27 - o, -0 %//
A B I AN 151353 V5 e 35 0 50T 10 215
£ .

z

a8 1 7oz
o -

2 [P /C y}/. et I
2 SR HLGHSN e AT

/C:.,o/ A oz . o, - L ~£ o3 ) °o§
ifu&;ﬁi}é&éﬁbﬁxvu%u%?jug;ywj%@%@ &M\
i £ @ 2.

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama
dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dania diwarisi oleh
ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal itu mempunyai  beberapa saudara, Maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian  tersebut di  atas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.””

Mawaris secara etimoligis adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats

artinya warisan. Secara Terminologis, Figh Mawaris adalah ilmu yang

®Muhammad Shahrur, Metodologi Figih Islam Kontemporer, Yogyakarta: eLSAQ Press,
2008, hal. 326.

'Departemen Agama R, al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung:
Diponegoro, 2008, hal. 78.



16

mempelajari tentang siapa yang dapat dan tidak, berapa bagiannya dan
bagaimana cara menghitungnya.® Hanya saja sesuai dengan hukum Islam yang
berlaku, bagian laki-laki itu lebih banyak dibandingkan bagian perempuan.
Karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan
sehingga membutuhkan materi yang lebih besar pula. Sebagaimana disebutkan

dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 34:

g,,gjiﬁ/jumdi.c "°/:uJ\dL¢e S e g i)
2 A« ¢ d

E oy & B ol Blss 66 SUEE & g

G H M\ 56 \j@wﬂ & ERgAAN uﬁ}bﬁ N
{345 e osdn & ¢ Bfwu.@.lo

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri
ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur
mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,
Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.’

C

Meskipun telah dijelaskan bahwa antara ahli waris laki-laki dengan ahli
waris perempuan mempunyai hak yangsama untuk mendapatkan harta warisan,

tetapi sebelum pembagian dilakukan ada hak-hak yang lebih penting yang harus

®Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 2

°Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2007,
hal.66.
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ditunaikan terlebih dahulu. Hak-hak tersebut diambilkan dari harta warisan dan
pelaksanaannya harus dilakukan dengan tertib. Berdasarkan urutannya hak-hak
tersebut meliputi: pelunasan biaya perawatan jenazah dari memandikan,
mengafani, menyalatkan dan mengubur, kemudian pelunasan terhadap hutang-
hutang si mati dan pelaksanaan wasiat. Setelah semua hak-hak tersebut
selesai ditunaikan maka harta warisan, baru bisa dibagikan kepada para ahli
warisnya *° Hukum islam dalam pembagian harta ada tiga yaitu :

1. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang,
piuang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang berwasiat mati.
sedangkan wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberian wasiat itu
mati dan utang-utangnya dibereskan sebagaimana tuntutan Al-Qur’an.
Apabila wasiat diterima, maka sah lah wasiat itu. Namun apabila penerima
wasiat menolak, maka batal lah wasiat itu dan objek wasiat tetap menjadi
milik ahli waris pemberi wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195
menyatakan, bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya
sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya
( Pasal 195 Ayat 2 ). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan di hadapan
dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan
notaries (Pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta

warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat

°Sayid Sabiq, Fikih Sunnah 5, (Terj.) Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hal.
605-606
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hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan (Pasal 201)**

2. Hibah adalah satu praktik pemberian cuma-Cuma atau perpindahan milik
yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah. Rukun hibah dalam
makna khusus sama dengan rukun jual beli, yaitu ada tiga: pemberi hibah,
benda yang dihibahkan, ijab Kabul.

Penghibah, disyaratkan sebagai berikut :

o

Memiliki apa yang dihibahkan,
b. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan,
c. Dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuanya
d. Tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhan
dalam keabsahanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 213 menyatakan bahwa hibah
yang berikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat
dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.*?

3. Dalam literatur figh Islam, kewarisan (al-muwarits kata tunggalnya al-mirats
) lazim juga disebut dengan fara’idh, yaitu jamak dari kata faridhah diambil
dari kata fardh yang bermakna “ ketentuan atau takdir “. Al-fardh dalam
terminology syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala

“Abd.Shomad, Dr., Drs., SH.,MH, Hukum Islam PenormaanPrinsipSyariahdalamHukum
Indonesia. PenerbitKencanaPrenada Media Group .2012. Hal 342

2Abd.GhofurAnshori, Prof. Dr. S.H., M.H, HukumKewarisan Islam di Indonesia,
GdjahMadaUniversiy Press, 2012. Hal 273
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sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta
kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum
yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan
berapa bagiannya masing-masing.Ini dapat kita lihat dalam Buku 1l
KHI,pasal 171 poin (a)."

Dari definisi hokum kewarisan menurut KHI ini, dapat Kkita
simpulkan bahwa hokum kewarisan merupakan aturan-aturan tentang
bagaimana kepemilikan harta peninggalan di bagikan kepada orang-orang
yang berhak atas pembagian itu, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur
berapa saja bagian tiap-tiap mereka yang berhak atas harta peniggalan itu.

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan
yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:

Pertama, Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa),
yang tertuang dalam Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum
Perdata) disingkat berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S.jo. Staatsblad 1917
Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 nomor 557, jo. Staatsblad 1917 nomor 12
tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka BW berlaku bagi:

a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;

b. Orang Timur Asing Tionghoa;

Bgyarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta : Gunung Agung.1984
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c. Orang Timur Asing lainnya dan Orang Indonesia yang menundukkan
diri kepada hukum Eropa.

Kedua, Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula
sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk Etnis di berbagai daerah
lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilinial di Minangkabau,
patrilinial di Batak bilateral di Jawa alterneren unilateral (sistem unilateral
yang beralih-alih) seperti di Rejang Lebon atau Lampung Pepadon, yang
diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya
dengan masyarakat hukumadat yang bersangkutan.

Ketiga, Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari
pluralisme ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlu Sunnah Wal Jama’ah,
ajaran Syi’ah, ajaran Hazairin, akan tetapi yang paling dominan dianut di
Indonesia ialah ajaran Ahlu SunnahWal Jama’ah (Mazhab Syafi’i, Hanafi,
Hanbali, dan Maliki) tetapiyang paling dominan pula diantara ajaran empat
mazhab tersebut di Indonesia menganut Imam Syafi’i di samping ajaran
Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950, di Indonesia sebagai
suatu Ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam al-Qur’an secara

bilateral.

Yang ditegaskan sendiri oleh Hazairin dalam tulisannya pada
halaman pertama berbunyi sebagai berikut: “karangan ini adalah suatu

ijtihad untuk menguraikan Hukum Kewarisan Islam dalam al-Qur’an
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secara bilateral”*? mereka yang disekolahkan atau tidak disekolahkan
sama sekali. Dirasa kurang memenuhi rasa keadilan manakala anak-anak
yang disekolahkan masih mendapatkan bagian yang banyak atau sama rata
dengan yang tidak disekolahkan.

Berkaitan dengan uraian diatas telah mendorong penulis untuk
mengungkapkan kedalam penulisan skripsi dengan judul : “Analisis
Praktek Wasiat Di Kecamaan Wedung Kabupaen Demak (Studi Kasus Di
Keluarga Alm Sugri) ”.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian,
maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Bagaimana Praktek wasiat pada keluarga almarhum Sugri. bagaimana
legalitas dari wasiattersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan
hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia?

2. Apa faktor penyebab terjadinya konflik pembagian atas wasiat dari
keluarga almarhum Sugri?

C. TUJUAN PENELITIAN
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek wasiatpada keluarga Almarhum

Sugri, apakah wasiat yang ditinggalkan Almarhum Sugri mendapat

respon penolakan dari anak-anaknya. Serta adakah pihak-pihak / anak-
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anak Alm Sugri yang tidak menyetujui wasiat tersebut.
2. Untuk mengetahui penyebab konflik yang terjadi akibat pembagian wasiat
di keluarga almarhum Sugri.
D. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi
praktis maupun teoritis sebagai berikut :

1. Bagi Penulis kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai usaha
menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis pribadi dalam
bidang hukum perdata mengenai bagaimana praktek wasiat di kecamatan
wedung, kabupaten demak pada umumnya, dan khususnya di keluarga Alm.
Sugri. Serta mengetahui konflik apa sajakah yang dapat timbul karena
wasiat.

2. Bagi llmu Pengetahuan hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat
menambah  khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya
mengenai wasiat yang seharusnya dan konflik apa sajakah yang dapat
timbul karena wasiat yang tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum
islam di yang berlaku di Indonesia

3. Bagi Masyarakat :

a. Memberi sumbangan pemikiran atau masukan terhadap pihak terkait
dengan praktek wasiat warisan, khususnya konflik apa saja yang
dapat timbul akibat wasiattersebut.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tentang praktek
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wasiat warisan khususnya khususnya konflik apa saja yang dapat timbul
akibat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif
E. TELAH PUSTAKA
Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau
karya tulisilmiah lain, yang telah membahas permasalahan seputar wasiat
yang penulis jumpai di antaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Musfiroh Siti Asykariah, mahasiswa
Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: Studi analisis
pasal 197 ayat 1 KHI mengenai alasan-alasan pembatalan wasiat. Dalam
skripsi tersebut menjelaskan bahwa alasan pembatalan wasiat hanya ada pada
orang yang berwasiat dan perlu dicatat bahwa syarat mushi adalah atas kemauan
sendiri bukan karena paksaan atau ancaman, dan perbuatan seseorang
tergantung ditentukan oleh niatnya.*

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nurul Fuadah (2100028),
mahasiswaFakultas Syari’ah TAIN Walisongo Semarang dengan judul:
Studi analisis pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat orang Safih
(Bodoh). Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan,
bahwa Imam Malik mengatakan orang yang lemah akal, orang safih bahkan

orang gila yang terkadang sadar mereka boleh berwasiat dengan syarat tahu dan

Y“MusfirohSitiAsykariah, StudiAnalisisPasal 197 Ayat 1 KHI Mengenai Alas An-
AlasanPembatalanWasiat, FakultasSyari’ahInstitut Agama Islam NegeriWalisongo Semarang, 2014
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mengerti tentang wasiat.*®

Ketiga, Skripsi yang di susun oleh Thowilan (2199119),
mahasiswaFakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul:
Studi analisis pendapat Madzhab Malik tentang wasiat kepada
pembunuh. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa berwasiat kepada seorang pembunuh secara tidak sengaja baik wasiat
itu diberikan sebelum terjadi upaya®®

Keempat, Jurnal Repertorium oleh Rosita Ruhani Mahasiswa Magister
Kenotariatan Univesitas Sebelas Maret Surakarta yang berujudul “ Analisis
Pembagian Warisan yang Dibuat Dihadapan Notaris menurut Hukum
Islam”. Didalam jurnal dijelaskan bahwa sebuah wasiatkan berkekuatan
hokum sempurna bila dibuat dan disahkan dihadapan notaries dengan melihat
ketentuan-ketentuan dalam hokum islam, seperti Al-Qur’an, Alhadits,
maupun Kompilasi Hukum Islam. Jika sebuah wasiat tidak dibuat dihadapan
notaris maka wasiat tersebut hanya sebatas berkekuatan akta dibawah tangan
yang dapat disangkal dan dinyatakan batal demi hukum.*’

Dari beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang penulis lihat belum ada

yang membahas tentang “Analisis praktek wasiat di Kecamatan Wedung

Nurul Fuadah, Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang KebolehanWasiat Orang Safih

(Bodoh), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013

**Thowilan, Studi Analisis Pendapat Madzhab Malik tentang Wasiat Kepada Pembunuh,

Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014

YRosita Ruhani, “ Analisis Pembagian Warisan yang Dibuat Dihadapan Noaris menurut

Hukum Islam” Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016
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Kabupaten Demak ”, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang
praktek wasiat pada keluarga almarhum Sugri. Adapun skripsi ini penulis
membahas tentang Analisis praktek wasiat di Kecamaan WedungKabupaten

Demak ( Studi kasus di keluarga almarhum Sugri).

. TELAAH-TELAAH PENELITIAN

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling
akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan
penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian
adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data
yang diperlukan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research).
Karenaitu, metode pengumpulan yang digunakan adalah wawancara
(interview). Wawancara ini dimanfaatkan sebagai media crossing data atau
checking and balancing dari berbagai data yang penulis peroleh
sebelumnya, sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasikan
realitas yang tersamar dibalik sebuah data. Karena penelitian ini berbentuk
field research yang menggunakan wawacara maka otomatis data yang
diperoleh berupa data primer, dan dibantu data sekunder yang mendukung.

Wawancara yang sudah dilakukan adalah mewawancarai keluarga dari
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Sughri yaitu anak pertamanya Ulil Fuad dan anak keduanya Rihadi
Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni penelitian ini
diharapkan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai
masalah yang berhubungan dengan praktek wasiat yang ada di Kecamatan
Wedung, Kabupaten Demak pada umumnya, dan khususnya di keluarga
Alm Sugri. Serta konflik-konflik yang muncul akibat wasiattersebut.

Penelitian deskriptif vyaitu penelitian yang tata kerjanya
memberi data seteliti mungkin tentang praktek wasiat yang ada di
Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak pada umumnya, dan khususnya di
keluarga Alm Sugri. Serta konflik-konflik yang muncul akibat wasiat
tersebut.
Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini
adalah menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian
lapangan dilakukan melalui metode interaksi lapangan terhadap objek yang
sedang di teliti baik melalui wawancara maupun pengamatan (observasi
sejauh mana praktek wasiat yang ada di Kecamatan Wedung, Kabupaten
Demak pada umumnya, dan khususnya di keluarga Alm Sugri).

Adapun penelitian kepustakaan didapatkan melalui dokumen yaitu
pengumpulan dan telaah bahan-bahan seperti buku-buku, literature

lainnya, karyai Imiah, hasil penelitian dan bahan makalah atau seminar dan
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berbagai macam peraturan perundang-undangan guna memperoleh
pengumpulan data, dan menilai validitasnya untuk membantu penulis
mengembangkan objek yang diteliti.
4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan untuk mengkaji praktek
wasiat yang ada di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak pada
umumnya, dan khususnya di keluarga Alm Sugri. Serta konflik-konflik
yang muncul akibat wasiat tersebut, adalah analisa kualitatif adalah cara
analisisdata melalui pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Apa
yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku
nyata yang diteliti dipelajari secara utuh.*®

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan
menggambarkan secara sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai
praktek wasiatyang ada di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak pada
umumnya, dan khususnya di keluarga Alm Sugri. Serta konflik-konflik
yang muncul akibat wasiat tersebut. Analisis bahan hukum didasarkan pada
prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum yang kemudian dikaitkan
dengan permasalahan yang ditulis dalam buku ini, dengan melihat
kemungkinan terjadinya penyimpangan asas. Pengambilan kesimpulan
dilakukansecara deduktif, yaitu ditarik dari ketentuan yang bersifat

umum kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus.

!830erjono Soekanto,1988, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta :Ul-Press, hal.124.
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G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Skripsi ini disusun berdasaekan sistematika berikut ini:

Dalam Bab | pendahuluan mengenai Latar belakang masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka,
Metode Penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh data dan bahan
yang diperlukan, dan sebagai penutup diuraikan sistematika penulisan ini.

Dalam Bab Il Tinjauan Umum tentang wasiat yaitu pengertian wasiat,
dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat. Serta tentang warisan, pengertian
dan hukum waris, pengertian ahli waris, dan bagian-bagian ahli waris

Dalam Bab 111 Hasil Penelitian Praktet Pembagian Waris di Keluarga
Alm Sugri yaitu mengetahui profile keluarga Alm Sugri dan praktek wasiat
yang ada di keluarga Alm Sugri

Dalam Bab 1V berisikan analisis terhadap Prakik Waris di Keluarga
Alm Sugri menurut hukumpositif dan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam Bab V berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup dariskripsi

penulis ini



BAB I1

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN WARIS

A. Wasiat
1. Wasiat Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Wasiat Menurut Hukum Islam

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain,
menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung,
memerintahkan, mewajibkan dan lain-lain. Wasiat adalah pemberian
seseorang kepada orang lain baik berupa barang, uang ataupun manfaat
untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang
berwasiat mati. Wasiat dalam bahasa Arab adalah washiyya dan bentuk
jamaknya adalah washaayaa, sama seperi kata hadiyyah yang benuk
jamaknya adalah hadaayaa. Kata “wasiat”dalam bahasa Arab digunaan
dalam arti perbuatan orang yang berwasiat, dan sesuatu yang
diwasiatkan; baik berupa harta atau yang lainya seperti perjanjian aau
hal-hal lain.

Pengertian Wasiat secara etimologis kata wasiat berasal dari
bahasa Arab washiyya yang berarti berpesan. Kata wasiat dalam al

Qur’an sebanyak 10 kali. Dalam bentuk kata kerja kata wasiat disebut 14

19
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kali dan dalam bentuk kata benda jadian disebutkan sebanyak 2 Kali.
Seluruhnya disebutkan dalam al Qur’an sebanyak 25 kali.*®
Wahbah az-Zuhaili di dalam bukuny yang berjudul al-Figh al-
Islami wa Adillatuhu mendefinisikan waris sebagai berikut:
S Al Gl Jiy 1adliy e ) Al s el Jady oLl (& il ) 2gall
202 la gl dadl 4 gl el 138 5 o3 e o o sk L g dilas c4d)
Artinya: (wasiat adalah) janji terhadap orang lain dalam melaksanakan
sesuatu sewaktu ini hidup atau sudah mati. Diucapkan ‘“aku
berwasiat kepadanya”. Yakni, menjadikan sesuatu tersebut
sebagai wasiat yang dilaksanakan oleh seseorang setelahnya

(setelah ia matu). Makna seperti ini masyhur dikenal dengan
sebutan “al-Washoyah”.

Wasiat dalam arti syara’ adalah perjanjian khusus yang
disadarkan kepada waktu setelah kematian, dan terkadang disertai dengan
pemberian secara suka rela.Al Azhari berkata, “Kata washiyyah (wasiat)
berasal dari kalimat ‘washaitu asy-syai’a atau aushaitu ay-syai’a, artinya
aku menyambungkan sesuatu. Dinamakan wasiat, karena seelah meninggal
dunia, mayat dapat menyambungkan apa yang ada saat dia hidup dengan
wasia itu. Wasiat menurut syariat juga diartikan syariat juga diartikan
perkaaan yang mengandung larangan terhadap hal-hal yang dilarang dan

anjuran terhadap hal - hal yang diperintahkan.*

9 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ct IV, 2000,
hal. 438.

“\Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, Vol VI, hal 8.

! |bnu Hajar Al Asqalani,Fathul Baari Buku 15, Pusaka Azzam Anggota IK A PI
DKIl,Jakarta2005, hal. 375
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Wasiat merupakan masalah yang mendapat perhatian seriusdalam
kajian figih. Berbagai definisi wasiat dibidang harta dikemukakan dalam
kitab-kitab figih yang dapat disarikan sebagai “satu praktik pemberian
cuma -cuma yang realisasinya baru berlaku eelah pewasia meninggal
dunia.” Sayyid Sabiq dalam mendefinisikan wasiat kelihatannya lebih
longgar karena menurutnya sesuatu yang dapat diwasiatkan itu dapat
berupa barang piutang dan manfaat, sebagaimana yang dijelaskan dalam
Figh Sunnah bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain
baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang
yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Menurut Zakiah Daradjat, wasiat adalah pernyataan atau
perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada
orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau
memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal
dunia. **Sedangkan menurut Prof. Dr. T.M. Hashy as Siddieqy, wasiat
adalah suatu tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan
sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.*

Dasar Hukum Wasiat
DalamAl-Quran Al-Bagarah ayat 180yang bebunyi:
Y sl Bea Bl 1R A ) Gl KaaT et 1) ile ol

SRRl e Ba oo haaly (i

300

?2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, Bandung: al Ma’arif, 1987, hal. 230
23 7akiah Darajat, llmu Fikih, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995, hal. 161
24 T.M.Hasby ash Siddieqy, Fikih Mawaris, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal.
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Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seeorang diantara kamu kedaangan
(tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak,
berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf,(ini
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. >

Dalam ayat ini menjelaskan wasiat diwajibkan atas kamu, apabila
maut hendak menjemput seeorang di antara kamu, jika dia meningalkan
harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang
baik, (sebagai) kewajiban bagi orang yang bertakwa.

A. Syarat dan rukun wasiat
Pelaksanaan wasiat dianggap syah bila memenuhi syarat
®wasiat berikut :
1. Bagi orang yang mewasiatkan harus baligh, berakal sehat
dan atas kehendak sendiri
2. Bagi orang yang menerima wasiat secara hukum jelas ada,
orang diberi wasiat menerima (tidak menolak), dan bukan
merupakan ahli waris yang berhak menerima warisan dari
orang yang berwasiat kecuali memperoleh persetujuan
yang lain.
Terkait dengan syarat ini, ulama ada yang berbeda pendapat
sebagai berikut :
a. Ahli waris tidak dapat secara mutlak menjadi penerima
wasiat menurut Ulama dari kalangan Madzhab

Hannafuyyah, sebagian Syafiiyyah dan madzhab

**Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, Depok: Gema Insani, 2011, Hal.16
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Ahmad bin Hanbal dalam dhohir serta sebagian
Malikiyah, yatitu pemberian wasiat kepada ahli waris
tetap sah selama ahli waris yang lain meridhoi dan
mengijinkannya.

b. Pendapat lain dari golongan orang-orang Syi’ah
Imamiyah yang berpendapat bahwa sahnya wasiat
untuk ahli waris meskipun ahli waris yang lain tidak
mengijinkannya (Al-Bagarah : 180) adalah ayat yang
sudah di naskh dengan ayat (An-Nisa’ : 7) serta ayat-
ayat tentang warisan.?’

3. Bagi harta atau sesuatu yang diwasiatkan

a. tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang
ditinggalkan

b. dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain

c. jelas keberadaannya ketika wasiat diucapkan

d. dapat memberi manfaat secara hakiki

e. tidak bertentangan dengan hukum syara, misalnya
wasiat agar membuat bangunan megah diatas
kuburannya.

4. Sighat wasiat harus dapat dimengerti atau dipahami, baik
dengan lisan maupun tulisan. Selain itu penerimaan wasiat

diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

'Dr, Nashr Farid Muhammad Washil, Fighul Mawarits wal Washoya fie asy-Syari atil
Islamiyyah, (Maktabah at-Taugifiyyah) Hal.121
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1. Orang vyang berwasiat (mushi);seseorang dapat
melakukan wasiat apabila memenuhi syarat — syarat
dewasa (baligh), berakal sehat dan atas kehendak
sendiri secara bebas. Alasanya adalah karena berwasiat
meupakan tindakan tabarru’ (derma) sehingga
diperlukan pertimbangan yang baik.

2. Orang yang menerima wasiat (musha-lahu) syaratnya
harus dapat diketahui dengan jelas, telah wujud keika
wasiat dinyatakan, bukan untuk tujuan kemaksiatan,
dan musha-lahu tidak memenuhi pewasiat.

3. Sesuatu yang diwasiatkan (musha-lahu),syaratnya
adalah dapa berlaku sebagai hartawarisan atau dapa
menjadi objek perjanjian, sudah wujud waktu wasiat
dinyaakan, milik sendiri dan jumlahnya tidak melebihi
seperiga harta.

4. Adanya pernyataan dari orang berwasiat (sighat) yaitu
perkataan yang memberikan pengertian adanya wasiat.
Syaratnya harus jelas ditunjukan untuk siapa dapat
diuapkan secara lisan, secara tertulis,dan dapat juga
memenuhi isyarat yang dapat dimengerti bagi orang
yang tidakdapat berbicara atau menulis.

Tidak terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban menjalankan

wasiat dengan jumlah terbatas 1/3 dari harta. Walaupun baasan wasiat
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tidak disebut secara jelas dalam Al Quran,akan tetapi Hadis Nabi
Muhammad Saw yang menetapkan hat tersebut cukup kuat sehingga tidak
terjadi perbedaan diantara para ulama dalam hal ini. Hal yang
menimbulkan perdebatan adalah dari mana diperhitungkan jumlah 1/3
wasiat tersebut. Kitab — kitab figih tidak menjelakan secara jelas. Menurut
Ibnu Abidin dalam Hasyiyatu Radd al-Mukhtar-nya, figih mazhab
Hanafiyah yang secara jelas menyebutkan batas 1/3 itu diperhitungkan dari
sisa harta setelah dibayarkan segala utangnya. Meskipun ulama lain tidak
mengemukakan pendapat lain yang berbeda dengan yang disebutkan
Hanafiyah, pendapat ini dianggap paling tepat. Sebab kalau diartikan 1/3
harta peninggalan, mungkin ahli warisnya tidak akan mendapat apa-apa
lagi. Hal ini tidak sejalan dengan alas an pembatasan yang ditetapkan
Nabi.?®

Pelaksanaan wasiat dianggap benar secara ilmu figih jika
memenuhi rukun® wasiat, yaitu :

a. al-mushi (orang yang mewasiatkan)

b. al-musha lahu (orang yang menerima wasiat)

c. al-musha bihi (sesuatu yang diwasiatkan)

o

shighat (ijab dan gabul).

B. Wasiat Menurut Komilasi Hukum Islam

%Desti Budi Nugrahen, Haniah Ilhami, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam
Dilndonesia, Yogyakarta; Gajah Mada University Press,Tahun 2014.hal 52-54

*\Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, Depok: Gema Insani, 2011,
Hal.16
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Sebagaimana dalam Pasal 49, UU No. 3 Tahun 2006,
bahwa lambaga peradilan yang berwenang mengadili permasalahan
wasiat dan waris adalah Peradilan Agama dimana dalam
menantukan hukumnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam
(KHI1).* Oleh karenanya, ketika ada permasalahan wasiat dan waris
diadukan ke Pengadilan Agama. Oleh karenanya, jika ingin
mengetahui ketentuan wasiat waris di Indonesia harus memiliknya

dari konsepsi legal dalam sebagaimana yang tertulis di dalam KHI.
Dalam KHI, wasiat di definisikan sebagaimana berikut:

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada
oranglain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris

meninggal dunia.**

Menurt KHI, wasiat ini tidak bisa berlaku kecuali Harta
benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat dan

Pemilikan terhadap harta benda tersebut.

Sedangkan cara wasiat tersebut dapat dilakukan dengan
cara lisan maupun tulisan, yakni berupa dokumen dan akta wasiat
yang ditandatangi oleh yang bersangkutan. Adapun jika

menggunakan secara lisan, wasiat tersebut harus diucapkan di

%pasal 49, UU No. 3 Tahun 2006.
'K ompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (f).
$2KHI, Pasal 194.
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depan dua saksi.*® Perlu diketahui pula bahwa wasiat kepada ahli
waris tidak akan sah kecuali jika disetujui oleh ahli waris lain dan
persaksian atas persetujian tersebut harus diucapkan di hadapan

kedua saksi.**

Setelahnya, harta warisan yang boleh diwariskan adalan
apabila tidak melebihi dari 1/3 jumlah dari pada harta warisan
(tirkah).®® Hal ini sesuai dengan mayoritas ulama yang mensyarat
kan demikian, dengan alasan bahwa tidak ada kecemburuan dan
demi kemsalahatan antar ahli waris. Adapun pendapat demikian
disampaikan oleh Musthafa Sa’id al-Khiin® dengan kalimat

berikut:

Alle Ol (e ua g (8 Y1 L die allay 540 el 2

Artinya: seyogyanya harta wasiat tersebut, dan mendapat
kesunahan, tidak melebihi dari 1/3 hartanya.

Jika pewasiat telah terlanjur mewasiatkan hartanya dan melebihi
1/3 dari keseluruhan hartanya, dan keputusan tersebut tidak
mendapatkan keseluruhan dari ahli waris. Maka yang mendapatkan

wasiat tersebut hanya berhak mendapatkan maksimal 1/3 dari

B3KHI, Pasal 195.
%*KHI, Pasal 195, ayat 3 dan 4.
%KHI, Pasal 195, ayat 2.

387uhaili, az-, Wahbah, Figh Islam Wa Adillatuhu , cet ke-1, terj. Abdul Hayyi al-Kattani
(Jakarta : Gema Insani, 2011 M)
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hartanya. Hal ini jelas ditentukan oleh KHI pada pasal 201 yang

berbunyi:

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan
sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka
wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta

warisnya.>’

Selanjutnya, perihal pencabutan wasiat tersebut dapat

dilakukan dengan cara sebagai mana berikut:

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon
penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau
sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian

menarik kembali.*®

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan
dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis
dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau
berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat

secara lisan.®

¥KHI, Pasal 201.
8K HI, Pasal 199, Ayat (1)
%KHI, Pasal 199, Ayat (2)
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(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat
dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh

dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.*

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka

hanya dapat dicabut berdasartkan akte Notaris.**

Sedangkan wasiat tersebut tidak dapat dilakukan dalam arti

batal dengan 3 ketentuan, yakni:

(1) Tersangkut hukum yang membuatnya tidak bisa
mendapatkan wasiat. Adapun yang termasuk dalam hal
ini adalah:

(@) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba
membunuh atau menganiaya berat kepada
pewasiat;

(b) Dipersalahkan secara memfitrnah telah
mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah
melakukan sesuatu kejahatan yang diancam
hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang
lebih berat;

(c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman

mencegah  pewasiat untuk membuat atau

“OKHI, Pasal 199, Ayat (3)
“KHI, Pasal 199, Ayat (4)
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mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan
calon penerima wasiat;

(d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak
atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.*

(2) Perihal tahu atau tidaknya calon penerima wasiat
tersebut dengan perihal wasiat tersebut, yakni:

(@) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai
meninggal dunia  sebelum meninggalnya
pewasiat;

(b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak
untuk menerimanya;

(c) Mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak
pernah menyatakan menerima atau menolak
sampai ia meninggal sebelum meninggalnya
pewasiat.*?

(3) Apabila yang diwasiatkan musnah.**
B. Waris
1. Pengertian dan Hukum Waris Dalam Hukum Islam
a. Definisi Waris dan Fara’idh
Waris adalah istilah menurut bahasa Indonesia yang
mengandung arti harta peninggalan, pusaka, surat-surat wasiat.

Dikalangan faradhiyun (para ahli fara’idh) dikenal juga istilah tirkah

*2KHI, Pasal 197, Ayat (1), Poin 1-4.
*KHI, Pasal 197, Ayat (2), Poin 1-3.
*KHI, Pasal 197, Ayat (3).
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untuk warisan. Pengertian menurut istilah dikalangan Malikiyah,
Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa tirkah adalah sekalian
yang ditinggalkan mayit baik berbentuk harta maupun hak-hak yang
lain selain harta.

Wahbah az-Zuhaili di dalam al-Figh al-Islami wa Adillatuhu

mrndifinisikan tirkah sebagai berikut:
4,40 gag &) o) Lgdadew Al (§58ad) 9 J) gal) (pa Cural) ABIA La

Artinya: Sesuatu yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal, yakni
berupa harta dan hak-hak yang berhak dimiliki oleh ahli waris
dengan sebab kematian orang tersebut.

Sedangkan ilmu yang membahas tentang bagian-bagian waris
dan serta cara mebagianya disebut ilmu faraidh dan disebut juga
dengan ilmu al-mirats. Ilmu faraidh atau ilmu mirats menurut para
sarjana figh adalah sebagai berikut:

OR8N ¢y &) 5 JS unal W i Ll g 48 a0 6B

Artinya: Kdah-kaidah figh dan perhitungan yang denganya diketahui

bagian setiap ahli waris dari tirkah.

Di sisi lain, Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha

mendefinisikan ilmu fara’idh sebagai berikut:

*Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, Vol VIII :
1985, hal 243

*Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, Vol VIII :
1985 hal, 245
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S AS i e Ba (63 JS adn L 48 el Jua gall cilaad) ale g (&l pual) 488 g2
TAS 3 (e Gl g IS el g G Alon g 4488 a0 gy ale ga

Artinya: adalah figh pembagian warisan. Dan ilmu perhitungan yang
digunakan untuk mengetahui tirkah yang khusus diberikan kepada
seaseorang yang berhak. Dikatakan pula: (ilmu fara’id adalah)
ilmu yang memuat kaidah-kaidah figh dan perhitungan yang

denganya diketahui bagian tirkan setiap ahli waris.

Adapun ahli waris di dalam mendapatkan harta warisan bisa
menggunakan 2 cara, yakni mendapatkan bagian dengan bagian
tertentu atau dikenal dengan sebutan furudh, dan kedua adalah bit-

ta’shib.*®

Adapun furudh atau bagian-bagian waris ada 6, yakni %, 1/3,
2/3, Y, 1/6, 1/8. Sedangkan bi at-ta’shib adalah bagian sisa dari
pembagian dari furudh tersebut. Adapun ashobah terbagi menjadi 3
bagia yakni:

1. Ashabah bi an-Nafs: yakni bagian sisa dengan sendirinya,
yakni memang secara figh mendapatkan bagian sisa. Adapun
orang yang mendapatkan bagian ini adalah: Bapak, Kakek,
anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara lelaki sekandung,
saudara lelaki sebapak, anak saudara lelaki kandung, anak

saudara lelaki sebapak, paman sekandung, paman sebapak,

*“Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I11: 1996, Vol V), hal 67.

*®Ahmad hariandi, llmu faroidh llmu Seputar harta Warisan), Pacitan: Perguruan Islam
Pondok Tremas, 1999, halll
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anak paman sebapak, anak paman sebapak, lelaki

memerdekakan budak dan perempuan yang memerdekakan

budak.*®

2. Ashabah bi al-ghair: yakni mendapatkan bagian sisa dengan
perantara orang lain setingkat (segenarasi). Adapun yang
mendapatkan bagian ini adalah: anak perempuan dengan anak
laki-laki, cucu perempuan dengan cucu lelaki, saudara
perempuan kandung dengan saudara lelaki kandung, dan
saudara perempuan sebapak dengan saudara lelaki sebapak.*

3. Ashabah ma’ al-Ghair: yakni mendapatkan ashabah dengan
perantara orang yang beda tingkat. Adapun yang mendapatkan
ini adalah: saudara perempuan kandung dengan anak atau cucu
permpuan dan saudara perempuan sebapak dengan anak atau
cucu perempuan.”*

Selanjutnya dari uraian-uraian diatas dapat diambil suatu
pengertian bahwa harta warisan adalah harta yang telah ditinggalkan
oleh si mayit yang akan dibagikan kepada semua ahli waris yang
berhak menerimanya setelah kematiannya, dengan syarat setelah

dikeluarkan biaya keperluan si mayit dengan segala yang ada

*Ahmad hariandi, Ilmu faroidh llmu Seputar harta Warisan), Pacitan: Perguruan Islam
Pondok Tremas, 1999, hal 12.

%%Ahmad hariandi, llmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan), Pacitan: Perguruan Islam
Pondok Tremas, 1999, hal 12.

51 Ahmad hariandi, llmu faroidh Illmu Seputar harta Warisan), Pacitan: Perguruan Islam
Pondok Tremas, 1999, hal 13.
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hubungan dengan harta tersebut dengan orang lain, seperti wasiat

ataupun hutang-piutang.

Hukum Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta
dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini
berarti menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian
masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta
warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.>?

b. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Maksud dari sebab mendapatkan warisan adalah hubungan
tertentu yang menurut figh mendapatkan hak untuk memiliki harta
seseorang yang meninggal dunia.

Adapun sebab-sebab tertentu yang ditetapka para ulama agar
dapat memiliki harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan nasab, yakni kerabat yang terdiri dari kedua
orang tua dan yang bersumber darinya, seperti sudara
sekandung, anak-anak dari saudara lelaki dan sebapak.>®

2. Hubungan perkawinan yang sah menurut agama, meskipun
dalam hubungan tersebut tidak pernah terjadi hubungan

badan bahkan khalwat.>*

%2 Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A. Pelaksanaan hukum waris di Indonesia.Jakarta: Sinar
Grafika,2008, hal 1

*Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I1l: 1996, Vol V, hal 75.

**Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I11: 1996, Vol V, hal 76.
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3. Al-Wala’, yakni pemerdekaan budak. Menurut para ulama,
sebab waris wala’ ini karena kebaikannya dalam
memerdekakan budak. Dalam kesempatan ini, seorang
yang memerdekakan budak berkedudukan sebagai
seseorang yang mendapatkan ashabah bi nafs.>®

4. Beragama Islam.*® Hal ini dijadikan syarat karena warisan
termasuk dalam memberikan kemaslahatan bagi umat
musim, khususnya keluarganya.

c. Syarat-syarat dan Rukun Waris
Istilah syarat dan rukun ini memiliki implikasi hukum sendiri
dengan terhadap obyek tertentu.Adapun syarat-syarat waris menurut
para ulama ada 4, yakni:

1. Kematian seorang yang meninggalkan warisan. Adapun
kematian dalam permasalahn waris ini terklasifikasi
menjadi 2, yakni mati secara hakiki, dan mati hukmi. Mati
hakiki adalah matinya seseorang yang benar-benar nyata
dan mapat dipersaksikan oleh banyak orang. Sedangkan
yang kedua, yakni mati hukmi (dalam bahasa Musthafa
Sa’id al-Khinn ‘mati secara taqdiri’), yakni kematian

seseorang secara hukum saja.”’

*Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I1l: 1996, Vol V, hal 76.

**Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I1l: 1996, Vol V, hal 76.

*"Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I11: 1996, Vol V, hal 73.
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2. Hidupnya pewaris setelah matinya mayyit, meskipuh hanya
hidup sebentar.®® Namun menurut KH. Harits Dimyathi,
hiduonya ahli waris ini ada dua, yakni hidup hakiki dan
hukmi. Adapun hidup secara hakiki adalah hiduonya
seseorang secara nyata. Sedangkan yang kedua adalah
hidup yang hanya sebatas hukum saja, yakni seperti janin
yang secara hakiki belum dinyatakan hidup, namun secara
hukmi dihukumi hidup. Jadi janin ini nanti juga diberi jatah
warisan meskupun masih di dalam kandungan.*®

3. Diketahuinya hubungan antara ahli waris dan mayit,
apakah kekeluargaah, perkawinan atau pemerdekaan
budak.®

4. Adanya ketetapan pengadilan bahwa pihak-pihak tertentu
adalah ahli waris.**

Selanjutnya, rukun dari pada waris adalah sebagai berikut:

1. Mayit, yakni orang yang meninggal dunia dan
meninggalkan harta pusaka yang mana nanti harta warisnya

akan menjadi hak ahli waris.®

Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I1l: 1996, Vol V, hal 73.

*Ahmad hariandi, Ilmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan, Pacitan: Perguruan Islam
Pondok Tremas, hal 3.

%%Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I1l: 1996, Vol V, hal 73.

*"Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I1l: 1996, Vol V, hal 73.

%Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I11I: 1996, Vol V, hal 74.
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2. Al-Warits, yakni orang yang berhak atas warisan atas sebag
warisan tertentu, yakni hubungan Kkerabat, hubungan
perkawinan dan pemerdekaan budak.®®

3. Al-Mauruts, vyakni harta benda mayit yang teah

ditinggalkan.®*

d. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta
peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan
keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya
(wala’). Ahli waris yang berhak mendapakan bagian warisan menurut
agama islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan
dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didaarkan paa
hubungan nasab /keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama

Islam.
Adapun Bagian-bagian ahli waris adalah sebagai berikut:

a. Anak laki-laki
Jika yang meninggal hanya meninggalkan anak
laki-laki saja, maka semua harta waris akan jatuh

kepadanya (ashabah).Jika yang meninggal

*Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I1lI: 1996, Vol V, hal 74.

*Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I11I: 1996, Vol V, hal 74.
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meninggalkan 2 (dua) anak laki-laki atau lebih, maka
harta waris harus dibagi sama rata.Jika yang meninggal
meninggalkan anak laki-laki dan ahli waris lain, maka
harta waris dibagikan terlebih dahulu kepada yang
berhak mendapatkan diantara mereka dengan
pembagian tertentu (furudl mugaddar), dan sisanya
untuk anak laki-laki, sebagai ashabah. Karena pada
dasarnya, bagian dari anak laki-laki adalah ashabah
secara mutlag.®

Jika yang meninggal meninggalkan anak laki-
laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki 2x
bagian anak perempuan.

Semua ahli waris akan mahjub jika ada anak
laki-laki, kecuali anak perempuan, bapak, ibu, kakek,
nenek (pihak bapak), nenek (pihak ibu), suamif/istri.

Dasar dari kaidah ini adalah surat an-Nisa’ ayat

11 berikut ini:

i B g SIS o A Ky

Artinya: Allah mewajibkan atas anak-anakmu bahwa seorang
anak laki-laki mendapat bagian dua anak
perempuan.

% Ahmad hariandi, llmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan), Pacitan: Perguruan Islam
Pondok Tremas, hal 16
% Al-Quran dan Tarjamahnya Departemen Agama RI, (Jakarta, 1 Maret 1971) hal. 118.
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b. Anak perempuan

Jika anak perempuan seorang, maka ia akan
mendapatkan separuh dari harta warisJika ada 2 (dua)
anak perempuan atau lebih dan tidak ada anak laki-laki,
maka mereka mendapat 2/3 dari harta. Jika bersama
saudara laki-laki, maka ia mendapat 1/2 dari besarnya
bagian laki-laki. Jika bersama saudara laki-laki dan ada
ahli waris lain, maka ia dan saudara laki-lakinya
mendapat sisa setelah diberikan kepada ahli waris lain
yang berhak. Jika ia sendiri, maka ia merupakan
penghalang bagi saudara seibu orang. Jika 2 (dua) orang
atau lebih, maka mereka menjadi penghalang bagi cucu

perempuan.®’

Ll ls Sy 235 0 85 e 40 5 3534105 58 0

Artinya: jika mereka (perempuan) di atas dua, maka bagian

mereka dua pertiga.jika seorang diri maka dia mendapat

separuh

Bapak
Jika yang meninggal meninggalkan bapak,

anak/cucu laki-laki, maka bagian bapak 1/6 dari harta,

®” Ahmad hariandi, llmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan), Pacitan: Perguruan Islam

Pondok Tremas, hal 16.
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sedang sisanya untuk anak/cucu laki-laki. Jika yang
meninggal meninggalkan bapak, anak/cucu perempuan,
maka bagian bapak 1/6 dan anak/cucu perempuan
mendapat 1/2 dari harta. Selanjutnya sisanya diberikan
kepada bapak sebagai ashabah. Jika yang meninggal
hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak mendapat
semua harta (ashabah). Jika yang meninggal hanya
meninggalkan bapak dan ibu, maka bagian ibu 1/3 dari
harta. Jika yang meninggal meninggalkan bapak, ibu
dan suami, maka suami dapat 1/2 dari harta, ibu
mendapat 1/3 dari sisa harta, bapak sebagai ashabah.
Jika yang meninggal meninggalkan bapak, ibu
dan istri, maka istri mendapat 1/4 dari harta, ibu 1/3 dari
sisa harta, lebihnya untuk bapak (ashabah). Semua ahli
waris akan mahjub jika ada bapak, kecuali: anak; cucu;
ibu; suami/istri.%®
Dasar dari konsepsi ini adalah surat an-Nisa
ayat 11:
A3 8 o @755 L (AT gia a5 0814355
9% i a2l 51 3 4555 35 d5& ej ol g

Artinya: "dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai

*Ahmad hariandi, llmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan), Pacitan: Perguruan Islam
Pondok Tremas, hal 15.
69
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anak; jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), Maka ibunya mendapat
sepertiga;.

Sedangkan dasar dari seorang bapak bisa

mendapatkan ashabah adalah hadits berikut:

(st ol Whaa o 5 Uias tdielan) 0 (o g0 Wias
sha il e dagie il oy Gibie 0 Gl Ge
sed iy Lad clglaly Gl jdll ) giatl) W alu s adle A

(S3da, sy

Artinnya: "Menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il,
menceritakan kepada kami Wahib, menceritakan
kepada kami Ibn Thawwus, dari ayahnya dari
Ibnu Abbas R.A, dari rasulullah SAW bersabda;

Ibu

Jika yang meninggal meninggalkan ibu,
anak/cucu, maka bagian ibu adalah 1/6 (seperti dalil di
atas). Jika yang meninggal hanya meninggalkan ibu dan
saudara, maka bagian ibu 1/6. Jika yang meninggal
tidak meninggalkan siapapun kecuali ibu dan bapak,
maka ibu mendapat 1/3. Pada ketentuan ini, dapat
diselesaikan dengan Umariyyin, dua masalah yang

disandarkan kepada Umar bin Khattab. Disebut
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demikian karena Umar bin Khattab memutuskan

sebagai berikut:

1. Jika ahli waris terdiri dari suami, bapak dan ibu,
maka: Suami mendapat 1/2 dari harta Ibu mendapat
1/3 dari sisa harta Bapak sebagai ashabah.

2. Jika ahli waris terdiri dari istri, bapak dan ibu,
maka: Istri mendapat 1/4 dari harta Ibu mendapat
1/3 dari sisa harta Bapak sebagai ashabah.

Dasarnya adalah :
Suami
Jika yang meninggal tidak mempunyai
anak/cucu, maka suami memperoleh 1/2 dari harta Jika
yang meninggal memiliki anak/cucu, maka suami
mendapat 1/4 dari harta peninggalan istri. Suami tidak
dapat di-mahjub-kan oleh siapapun dan tidak pula dapat

menjadi hajib.

Dasarnya adalah An-nisa ayat 12

O O 8 Al g 0% al ) aSal g 51 & sile Cuai oS
Cnd 9) L Crauts A g a (e (OS5 Laa aSl g Al g

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari
harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu,
jika mereka tidak mempunyai anak. jika
isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka
kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat
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yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar
hutangnya.”

f. Istri

Jika yang meninggal mempunyai anak/cucu,
maka istri akan memperoleh 1/8 bagian dari harta waris.
Jika yang meninggal tidak mempunyai anak/cucu, maka
istri memperoleh 1/4 bagian dari harta. Istri tidak dapat
di-mahjub-kan dan tidak pula dapat menjadi hajib. Jika
istri lebih dari seorang, maka pembagian itu dibagi
sama rata.

Ada catatan di dalam masalah ini, yakni dalam
masalah harta gono-gini. Harta tersebut: Bila suami
meninggal dan kekayaannya itu didapat setelah
pernikahan, maka istri mendapat 1/3 dari harta
peninggalan sebelum dibagi secara fara'idl.Bila istri ikut
andil modal sama banyaknya dengan suami, maka istri

berhak memperoleh 1/2 dari harta sebelum dibagi.

g. Kakek
Jika yang meninggal meninggalkan kakek dan
anak/cucu laki-laki, maka kakek akan mendapat 1/6
bagian (menggantikan bapak). Jika yang meninggal

meninggalkan anak/cucu perempuan, maka kakek

"0 Al-Quran dan Tarjamahnya Departemen Agama RI, (Jakarta, 1 Maret 1971} hal.117
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mendapatkan 1/6 bagian dan juga mendapatkan sisa
(ashabah) bila masih ada, setelah dibagikan kepada
yang berhak. Jika ahli waris hanya kakek saja, maka
semua harta waris jatuh padanya. Jika yang meninggal
disamping meninggalkan kakek juga meninggalkan ahli
waris lain seperti; ibu, suami/istri, maka setelah dibagi
kepada yang berhak sisanya untuk kakek (ashabah).
Kakek akan menjadi mahjub selama masih ada bapak.
Dan kakek dapat me-mahjub-kan ahli waris lain, yakni:
Saudara seibu, Keponakan laki-laki sekandung,
Keponakan laki-laki sebapak, Paman sekandung,
Paman sebapak, Misan laki-laki sekandung, Misan laki-
laki sebapak, Bapaknya kakek
Dasar daripada warisan kakek ini adalah surat An-
Nisa’h ayat 11:
A 505 IS aa g Lagrla Qudeal) ol 55 Laa ol 5 0 S &
Ay

Artinya: dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-
masingnya  seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak’*

h. Nenek

"LAl-Quran dan Tarjamahnya Departemen Agama RI, (Jakarta, 1 Maret 1971} hal.117.
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Ada 2 (dua) nenek dalam masalah warisan ini;
nenek dari pihak bapak dan nenek dari pihak
ibu.Keduanya dalam memperoleh harta waris menurut
ketentuan-ketentuan berikut:

1. Jika yang meninggal meninggalkan seorang nenek
saja dan tidak ada ibu, maka nenek memperoleh 1/6
(baik ada ahli waris lain ataupun tidak). Jika nenek
yang ditinggalkan itu lebih dari seorang, maka
bagian yang 1/6 tersebut dibagi sama rata.
2. Nenek (dari pihak bapak ataupun ibu) akan mahjub
jika yang meninggal masih meninggalkan ibu,
Nenek dari pihak bapak jika masih ada bapak akan
mahjub, sedang nenek dari pihak ibu tidak. Nenek
tidak me-mahjub-kan siapapun diantara ahli waris,
hanya nenek yang jauh tidak memperoleh harta
waris selama ada nenek yang dekat.
2. Waris dan Hukum Waris Menurut kompilasi Hukum Islam
Sebagimana dalam wasiat, hukum kewarisan juga menjadi
wewenang Pengadilan Agama dan KHI sebagai acuanya. Hal ini

juga sesuai dengan Pasal 49 Poin (b) UU No. 3 Tahun 2006."

Adupun ketentuan waris di dalam KHI, adalah bahwa hukum waris

adalah:

"*Pasal 49 Poin (b) UU No. 3 Tahun 2006.
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Hukum  kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)
pewaris,menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan
berapa bagiannya masing-masing.”

Dalam keterangan yang lebih lanjut, hukum ini khusus untuk para

pengganut agama islam yang berkempentingan dalam kewarisan.

a. Ketentuan Waris dalam kompilasi hukum islam

Adapun ketentuan warisan dalam menurut KHI adalah sebagai berikut:

Dalam hal mendapatkan warisan, ahli waris dapat mendapatkan

warisan dengan syarat:

(1) Beragama Islam

(2) Jika bayi yang ber lahir atau belum beranjak dewasa beragama
menurut ayahnya atau lingkungan keluarganya.

Untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam KHI Pasal 172 berikut ini:
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu
Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi

bayi yang baru lahir atau anak yang belum diewasa, beragama

menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Sedangkan dalam hal penghalang mendapatkan warisan,

menurut KHI adalah sebagai berikut:

(1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

menganiaya berat para pewaris;

"Pasal 171 Poin (a) UU No. 3 Tahun 2006.
"KHI, Pasal 173.
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(2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

Hal ini memiliki perbedaan dengan konsep hukum Islam terkait

perkara-perkara yang menghalangi mendapatkan warisan (Mawani’ al-

Irts). Adapun menurut Hukum Islam, Mawani’ al-lirts terdisi dari:

(1) Berstatus sebagai budak. Hal inimencakup semua jenis budak.
Budak ini tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Menurut ulama,
hal ini beralasan bahwa segala sesuatu yang dimiliki budak adalah
milik tuanya, dan dia juga tidak merwarisi dari sayyidnya karena
dia bukanlah tersambung dengan hubungan apapun yang menjadi
sebab warisan dengan tuannya. Hanya seja jika budak muba’adh
bisa mewariskan hartanya kepada keluarganya tergantung
kemerdekaan yang dia miliki.”

(2) Terbukti membunuh seseorang yang mewariskan, baik sengaja
maupun tidak.’’

(3) Perbedaan agama antara dirinya dan seseorang yang mewariskan,

seperti anak beragama Islam dan mayit beragama Kristen, dan juga

°KHI, Pasal 174.

"*Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I1l: 1996, hal 78.

""Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I1l: 1996, hal 67.
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sebaliknya. Karena sesorang non muslim tidak boleh mendapatkan
warisan dari seorang Muslim begitu juga sebaliknya.”

Selanjtnya, dalam masalah kewajiban ahli waris, dengan jelas
tertera dalam KHI pada pasal 175 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah
selesai;

b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan,
perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih
piutang;

c. Menyelesaikan wasiat pewaris;

d. Membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban
pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta
peninggalannya.”

b. Bagian-Bagian Waris yang Mendapatkan Warisan Menurut
Kompilasi Hukum Islam

Adapun dalam permasalahan pembagian warisan perlu

diketahui bahwa ada beberapa golongan di dalam ahli waris menrut

KHI, beberapa golongan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

(&) Menurut hubungan darah:
- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki,

saudara laki-laki, paman dan kakek.

"Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus: Dar
al-Qalam, Cet I11: 1996, Vol V), hal 67.
’KHI Pasal 175 Ayat (1) dan (2).
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- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dari nenek.
(b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat
warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Sedangkan untuk bagianya, dapat disimak dalam beberapa

beberapa hal berikut:

(1) Anak kandung

Jika seorang permpuan maka mendapatkan sepertiga,

namun jika lebih dari satu makan mendapatkan duapertiga.

Sedangkan jika bersama anak laki-laki, anak perempuan

mendapatkan separuh dari bagian laki-laki.

Adapun dasar dari ketentuan ini adalah KHI Pasal 176:
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat
separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka
bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila
anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki,

maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding

satu dengan anak perempuan.®

(2) Ayah dan Ibu
Ayah mendapatkan sebesar sepertiga warisan jika tidah
meinggalkan anak, dan mendapatkan seperenam jika
meinggalkan anak. Dasar dari ketentuan ini adalah KHI

Pasa 177:

*KHI Pasal 174 Ayat (1) dan (2).
*'KHI Pasal 176.
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Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak
meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat

seperenam bagian.*

Dan bagi ibu jika masyit meninggalkan anak atau
saudara yang lebih dari dua maka mendapatkan seperenam,
jika tidak maka mendapatkan sepertiga. Selanjutnya, jika
bersama denga ayah, maka ia mendapatkan bagian
sepertiga dari sisa setelah diambil dari istri atau suami si
mayit. Dasar dari konsepsi berikut adalah KHI Pasal 178

Ayat (1) dan (2):

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak
atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak
atau dua orang saudara atau lebih, maka ia
mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa
sesudah diambil oleh janda atau duda bila
bersama-sama dengan ayah.®®

(3) Istri atau Suami Mayit
Untuk bagian suami, dia mendapatkan separuh dari harta
warisan jika mayit tidak meninggalkan seorang anak. Jika
memiliki anak, maka suami mendapatkan seperempat dari

harta warisan. Dasar dari konsep ini adalah KHI Pasal 179:

®KHI Pasal 177.
®KHI Pasal 178 Ayat (1) dan (2)
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Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak
meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan
anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.®*

Sedangkan untuk istri, ia mendapatkan bagian
seperempat dari harta warisan jika tidak bersama anak, jika
si mayit mendapatkan anak, maka maka isteri mendapatkan
sperdelapan dari harta warisan. Hal ii berdasar pada KHI
Pasal 180:

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris
tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris
meninggalkan  anak maka janda  mendapat
seperdelapan bagian.®®

Hal lain, jika istri lebih dari satu, maka KHI
menetapkan ~ semuanya  berhak  atas  gono-goni
sedangakanharta warisan secara keseluruhan menjadi hak
pewaris, dalam arrti lain ia tidak bendapatkan harta
warisan. Dasar dari konsep ini adalah KHI Pasal 190:

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka
masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas
gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya,
sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi
hak para ahli warisnya.®
(4) Saudara Mayit
Menurut KHI, jika yang ditinggalkan adalah saudara
perempuan sekandung maka ia mendapatkan separuh

bagian harta peninggalan, dengan syarat mayit tidak

#KHI Pasal 179.
®KHI Pasal 180.
%K HI Pasal 190.
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meinggalkan anak. Bila saudara perempuan tersebut
bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau
seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama
mendapat dua pertiga bagian.Bila saudara perempuan
tersebut  bersama-sama dengan  saudara laki-laki
kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua

berbanding satu dengan saudara perempuan.®’

¥KHI Pasal 182..
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WASIAT WARIS DI KELUARGA SUGHRI

A. LATAR BELAKANG KELUARGA SUGHRI

1. Latar Balakang Geografis Tempat Terjadinya Kasus

Tempat terjadinya kasus tersebut berada di wilayah Kabupaten
Demak, Jawa Tengah, di mana keluarga Sugri adalah asli dari
sana.Kecamatan Wedung merupakan salah satu wilayah di Kabupaten
Demak yang terletak di pesisir pantai laut jawa dengan luas wilayah
seluas 93.876 ha, merupakan 11 persen dari seluruh wilayah di
Kebupaten Demak. Oleh karena itu Kecamatan Wedung merupakan
Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling lebar di Kabupaten
Demak. Tanah di Kecamatan Wedung terdiri dari 5.457 ha tanah
sawah dan 4.419 ha tanah kering. Dengan jumlah penduduk sebesar
80.827 jiwa (berdasar data dari Badan Pusat Statistik) yang terdiri dari

39.305 laki-laki dan 41.522 perempuan.®®

Sedangkan untuk produksinya, Produk dan barang yang
dihasilkan dari industri besar/sedang, kecil, dan rumah tangga antara
lain garam, pengeringan/presto/pengasapan ikan, pembuatan kerupuk
udang/tengir, terasi, permainan anak-anak dan konveksi. Daerah

industri rumah tangga banyak terdapat mutih kulon, kendalasem,

88https://id.wikipedia.org/wiki/Wedung, Demak. Diakses pada 16 Desember 2017. Pukul
13:57 WIB.
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tedunan, kedung karang, babalan, berahan wetan, kedung mutih,

bungo dan jungsemi.®

Adapun lebih jelasnya wilayah wedung adalah sebagai berikut:

Kalinyamatan

Latar Belakang Keluarga Sughri

Almarhum Sugri selama hidupnya merupakan salah satu tokoh
/ pemuka agama di desa Babalan, kecamatan Wedung, kabupaten
Demak. Dia mendirikan sebuah pondok pesantren kecil dan tempat

mengaji Al-Quran bagi masyarakat disekitarnya.

Di tempat kelahirannya, di Desa Babalan, Wedung, Demak
keluarga Sugri cukup suskes dengan menjadi seorang produsen garam,
sehingga memiliki gudang garam yang menjadi modal hidup keluarga

tersebut.

8https://id.wikipedia.org/wiki/Wedung, Demak. Diakses pada 16 Desember 2017. Pukul

13:57 WIB.
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Keluarga sughri berjumlah 11 anggota, yakni 1 istri yang
bernama Rasoah dan berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, dan

beserta 9 anak yang terdiri:

1. Ulil Fuad
2. Rihadi
3. Hartini
4. Dayati
5. Hidayati
6. Mariton
7. Saifullah

8. Saefudin

Anak-anak Sughri tersebut kini mayoritas sudah berkeluarga
dan tinggal sendiri-sendiri di wilayah luar Demak. Contohnya Ulil

Fuad berdomisili di Jepara sedangkan Rihadi di daerah Kendal.

Menurut Ulil Fuad, sebagian anggota keluarganya sudah
meraih Kkesuksesan masing-masing. Meskipun tidak menceritakan
secara detail tentang letar belakang keluarganya, namun ia sudah
menjamin tidak membutuhkan lagi harta wasiat untuk sekedar hidup.
Hanya saja, dua saudara bungsunya yakni Saefudin dan Saifullah yang

belum mapan.

3. Kondisi Keuangan Keluarga Sughri
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Selain Sughri, anak-anaknya juga dibekali keahlian produksi
garam sehingga mayoritas keluarga trsebut bermata pencaharian
sebagai produsen dan penjual garam. Ulil Fuad sendiri merupakan

penjual garam yang sukses di Kendal.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa mayoritas
anak-anak dari Alm. Sughri sekarang sudah meraih kesuksesan
sendiri-sendiri, dalam arti memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi
keluarganya masing-masing. Hanya saja dua anak bungsu Alm.
Sughri, yakni Saifullah dan Saefudin kini belum sukses karena seperti
anak muda biasanya yang masih suka bermain dengan teman sebaya,
menurut keterangan narasumber, anak terakhir, yakni Saefudin adalah
memiliki kekurangan, yakni tidak lancar dalam berbicara. Karena
itulah dua anak bungsu tersebut belum bisa dibilang sukses karena

belum memiliki pekerjaan yang tetap untuk menghidupi dirinya.

Sebagaimana perasaan orang tua yang lebih menitikberatkan
perhatian kepada anak bungsu, Alm. Sughri sebelum meninggal,
menurut pengakuan Ulil Fuad, anak pertama Alm. Sughri,
mengumpulkan anggota keluarganya agar den memberi tahu bahwa
dia akan mewariskan gudang garam miliknya kepada kedua anak

bungsunya.
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Dalam ‘rembukan’ keluarga tersebut, terjadi praktek wasiat
waris terhadap anggota keluarga yang dirasa membutuhkan adanya

perhatian khusus sebagai modal kerja untuk kehidupan kedepan.

Selang beberapa hari setelah kumpul keluarga tersebut, Alm.
Sughri membuat surat wasiat perihal gudang garam tersebut
sebagaimana yang dikatakan oleh Alm. Sughri. Untuk ini, penulis

akan tulis di sub-bab tersendiri.
B. PRAKTEK WASIAT DALAM KELUARGA SUGHRI

Praktek wasiat yang dilakukan oleh keluarag Sughri ini dimulai
semenjak beliau sakit yang didiagnosa dokter menderita komplikasi.
Setelah dirasa sakitnya semakin parah pada tanggal 14 September 2014
membuat surat wasiat yang didalamnya dimuat tentang penyerahan
gudang garam yang terletak di kecamatan Desa Babalan, RT 01/RW 01,
Kecamatan Wedung, kabupaten Demak, Jawa Tengah. Luas dari gudang
garam tersebut sekitar 700 M? yang nilainya ditaksir mencapai Rp.
300.000.000.° Sebulan setelah pembuatan akta wasiat tersebut, Bapak

Sughri menghembuskan nafas terahirnya.

Adapun gudang garam tersebut diserahkan baik pengelolaan
maupun kepemilikan kepada Sifullah selaku anak ke 8 dan Saifudin
sebagai anak terakhir. Menurut narasumber, keputusan wasiat ini diambil

atas inisiatif Alm. Sughri sendiri, bahwa beliau menilai semua anaknya

% \Wawancara dengan Bpk. Ulil Fuad, Anak pertama dari Alm. Sughri pada , adapun
surat wasiat terlampir.
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sudah mapan, kecuali dua anak bungsunya, sehingga perlu ditinggali harta
yang lebih besar daripada kakak-kakaknya untuk dijadikan sebagai modal

hidup mereka.™

Oleh karena keputusan tersebut, terjadi ketidaksepakatan antara
wasiat tersebut antara anak kedua beliau yang bernama Bpk Rihadi. Bapak
Rihadi beranggapan bahwa wasiat tersebut tidak adil karena mencederai
perasaan anak-anak yang lain.*> Saat penulis menanyakan bagaimana
pendapat saudara yang lain, menganggap hal itu tidak masalah, karena
sudah menjadi adat bahwa anak terakhir atau yang memiliki nasib kurang
baik mendapatkan bagian yang lebih daripada yang lain sebagai empati

dan jaminan bekal atas kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada
narasumber, terjadi adu argumen yang alot antara kedua belah pihak.
Anak-anak yang lain selain Bpk. Rahadi menyatakan bahwa
bagaimanapun itu adalah keputusan Almarhum yang harus dihormati dan
seharusnya dapat terima secara legowo. Sedangkan menurut Rahadi,
sebagai anak, juga berhak mendapatkan bagian dari harta wasiat tersebut.
Bapak Rahadi berargumen, bahwa ia tidak mengerti kenapa bapaknya bisa
hanya mewariskan harta tersebut kepada keua anaknya, padahal keputusan

tersebut berindikasi ketidakadilan dalam pembagian harta. Bapak Rahadi

% Wawancara dengan Bpk. Ulil Fuad, Anak pertama dari Alm. Sughri pada , adapun
surat wasiat terlampir.

%2 Wawancara dengan Bpk. Rihadi, Anak kedua dari Alm. Sughri pada , adapun surat
wasiat terlampir.
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juga berkata bahwa meskipun bapak telah mewasiatkan harta tersebut
kepada Saifullah dan Saefudin, tetapi setidaknya kedua adiknya tersebut
memiliki kesadaran untuk membaginya secara rata, atau setidaknya
“nyusuki” beberapa atau sekedarnya, agar sakit hati karena ketidakadilan

ini dapat terobati.”

Dalam kasus waris ini, diketahui bahwa yang ahli yang menjadi
ahli waris adalah anak-anak Almarhum yang berjumlah 9 orang, istri, dan
cucu. Sedangkan ahli waris yang lain sudah tidak ada. Sehingga jika buat

tabel akan seperti ini:

Mayit Alm Sughri

Ahli Waris 5 Anak laki-laki
4 anak perempuan

1 istri

Tirkah Berupa gudang garam yang

ditaksir senilai Rp. 350.000.000

Tabel 3.1: berdasarkan wawancara dengan keluarga terkait.

% Wawancara dengan Bpk. Ulil Fuad dan Rahadi, Anak pertama dan Kedua dari Alm.
Sughri pada , adapun surat wasiat terlampir.



BAB IV

ANALISIS PRAKTEK WASIAT WARIS DI KELUARGA ALM. SUGHRI

A. Analisis Keabsahan Wasiat Waris yang Terjadi di Keluarga Alm.

Sughri

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa ada
terjadi wasiat waris di dalam keluarga Alm. Sugri yang mengakibatkan
adanya konflik di keluarga tersebut.Asal masalah yang menjadi sebab
darikonflik tersebut adalah adanya pewasiatan keseluruhan harta warisan

kepada kedua anak bungsunya.

Telah diketahui pula pahwa tirkah yang menjadi barang wasiat (al-
musha bih) adalah berupa gudang garam yang merupakan barang yang
tidak bergerak, yang menurut KUH Perdata gudang garam tersebut adalah
termasuk di dalamnya dengan alasan suatu bagunan di atas sebidang

tanah.%*

Dalam masalah wasiat, mewasiatkan barang yang demikian itu sah
berdasarkan KHI, yang mencantumkan “harta/barang tak bergerak”

sebagai barang wasiat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 200:

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu

sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi

% KUH Perdata, Pasal 506, Ayat (1).
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sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan

menerima harta yang tersisa.”®

Hal ini juga diperbolahkan menurut Figh Islam, salah satunya yang

dikemukakan oleh Sayyid Sabiq di bawah ini:
Al e 5 ghe V) (e o siie Jle IS a5l uat
Artinya: Sah hukumnya mewasiatkan setiap barang-barang yang tetap maupun
manfaat.”
Sebagaimana diulas sebelumnya, proses dari pewasiatan yang
terjadi di keluarga Sughri adalah pertama menggunakan secara lisan,

sedangkan kedua adalah menggunakan tulisan, berupa surat wasiat. Hal

ini sah menurut KHI dalam Pasal 196 sebagai berikut:

Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau
tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.*’

Cara tersebut juga dianggap sah oleh para ulama hukum Islam,

saah satunya adalah Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

degaal 3 LAY o ¢ AU o) 3 Hladl AEE 3k aab Loyl dua gl de
el ol 8l Cuai g
Artinya: Wasiat itu sah jika diutarakan dengan salah satu dari tiga cara, yakni:

Ibarat (lisan), tulisan, isyarat yang dipahami dan cara-cara yang diakui

oleh undang-undang.®

% KHI Pasal 200.

% Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Cairo: al-Fath li al-Alam al-Arabi, TTh, hal 289
9 KHI, Pasal 196, Ayat (1)

% Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamiwa Adillatuhu, hal 15
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Dalam kasus yang terjadi di keluarga Sugri, diketahui untuk kedua
anak bungsunya. Hal ini perlu menjadi perhatian terkait siapa-siapa yang
boleh mendapatkan wasiat. Dalam KHI, wasiat boleh diberikan kepada
lembaga dan perorangan secara jelas, sebagaimana tercantum dalam Pasal
196 berikut:

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan

tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan

menerima harta benda yang diwasiatkan. %

Sedangkan jika untuk seseorang kepada ahli waris, maka
disyaratkan harus disetujui oleh seluruh ahli waris dan persetujuan
tersebut harus dipersaksikan di depan dua orang saksi, atau secara tertulis
di depan notaris, bahwa wasiat itu untuknya. Hal ini tegas disebutkan oleh

KHI Pasal 195, Ayat (3) dan (4):

Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.'®

Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan
di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di

hadapan Notaris.""

Jika melihat dari kasus yang terjadi di keluarga Sugri, syarat yang
dicantumkan oleh Pasal 195 ini tidak dipenuhi. Diketahui sendiri bahwa
anak kedua Sugri, Rahadi, tidak menyetujui hal ini. Sehingga wasiat

tersebut tidak boleh dilaksanakan secara hukum positif Indonesia.

*KHI Pasal 196.
%K HI Pasal 195, Ayat (3).
'K HI Pasal 195, Ayat (4).
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Apabila dilihat dari sudut pandang Figh Islam, dalam masalah
pewasiatan kepada ahli waris masih diperdebatkan oleh para ulama.
Adapun menurut ulama Syi’ah Zaidiyah, Syi’ah Imamiyah dan Syi’ah
Isyma’iliyyah memperbolehkan hal tersebut tanpa menghiraukan adanya
persetujuan dari ahli waris lain. Sedangkan menurut pendapat paling sahih
dan diikuti oleh mayoritas ulama adalah, boleh dengan syarat tidah
melebihi sepertiga tirkah dan disetujui oleh semua ahli waris, yakni dalam

arti seseorang yang wajib di nafkahi semasa hidupnya.*2

Sedangkan menurut Sayyid Sabig, cara mewasiatkan kepada ahli
waris tidak diperbolehkan. Pendapat ini juga bersesuaian dengan pendapat
asy-Syafi’i ketika mendapati ada dua ayat tentang wasiat dan waris.
Menurut asy-Syafi’i, kedua ayat tersebut belum diketahui apakan ayat
wasiat masuk dalam ahli waris, dan apakah wasiat termasuk dalam
permasalahan wasiat. Hingga pada akhirnya ditemukan suatu riwayat dari
Ibnu Abbas yang merajihkan bahwa tidak ada wasiat terhadap ahli
waris.'®® Pendapat ini bersesuaian dengan hadits yang diriwayatkan oleh

at-Tirmidzi di dalam bab ma ja’a la washiyta li waritsm, yang berbunyi:
Gyl o) dpa s Dd Ads s (53 IS el A ()

Artinya: Sesungguhnya Allah memberikan hak bagi setiap yang berhak, maka
tidak ada wasiat kepada ahli waris.'**

192 \wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamiwa Adillatuhu, hal 32

103 sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Cairo: al-Fath li al-Alam al-Arabi, TTh, hal 288

104 Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus:
Dar al-Qalam, Cet I11: 1996, Vol V), hal 56.
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Pendapat lain dikemukakan oleh Musthafa Sa’id al-Khinn di dalam
Figh al-Manhaji, bahwa boleh mewasiatkan kepada ahli waris dengan
syarat disetujui oleh ahli waris. Hal ini diambil dari hadits riwayat Ibu

Abbas dalam kitab ad-Daruquthni berikut:
&l sly oY) &gl dsay Joady

Artinya: tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris kecuali ahli waris (yang
lain) menyetujuinya.105

Jika dilihat lebih lanjut, dalam warisan tersebut terjadi pewasiatan
keseluruhan dari harta warisan, sehingga mengakibatkan adanya
perselisinan di antara keluarga, dengan dalih ketidak adilah karena
sebagian tidak mendapatkan bagian, padahal secara hukum waris mereka
berhak atasnya. Dalam hal ini, tidak sah hukumnya mewasiatkeseluruhan
harta warisan, karena menurut hukum positif dengan berdasar pada KHI
Pasal 195:

Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari

harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.'®
Hal tersebut juga tidak disetujui oleh ulama Islam bahwa
mewasiatkan melabihi dari sepertiga tidak sesuai dengan tuntunan

Rasulullah SAW.

%Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus:
Dar al-Qalam, Cet I11: 1996, Vol V), hal 56.
106 K HI, Pasal 195 Ayat (2).
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Di dalam kitabnya yang berjudul Figh as-Sunnah, mewasiatkan
lebih dari sepertiga tirkah diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin
dari ahli waris. Namun pendapat yang paling sahih adalah bahwa hal itu

tidak diperbolehkan.'®’

Dalam kasus wasiat keluarga Sugri tersebut jika dilihat dilihat dari
sudut pandang hukum positif dan hukum Islam ada satu hal yang belum
terpenuhi, yakni dalam harta yang diwasiatkan (al-Musho bih) yang
melebihi dari sepertiga jumlah tirkah. Hal ini tidak memenuhi syarat-

syarat boleh dilaksanakanya wasiat tersebut.

Dari segi hukum positif, praktek wasiat tersebut tidak memenuhi
undang-undang yang tertera pada KHI Pasal 193 yang mensyaratkan harta
yang diwasiatkan melebihi sepertiga jumlah  tirkah. Diketahui  dari
pemaparan anggote keluarga Sugri bahwa yang diwasiatkan adalah
keseluruhan dari jumlah harta warisan, yakni berupa gudang garam yang
ditaksir memiliki harga Rp. 350.000.000. Selain itu, praktek waris tersebut
juga tidak memenuhi undang-undang KHI Pasal 195 Ayat (3) yang
mensyaratkan jika pewasiatan kepada ahli waris harus mendapatkan
persetujuan dari kesaluruhan ahli waris. Diketahui, bahwa anak kedua dari
Sugri yang bernama Rihadi tidak menyetujui adanya wasiat tersebut. Jadi
secara hukum penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek tersebut tidak

sah di mata hukum yang berlaku di Indonesia.

197 sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Cairo: al-Fath li al-Alam al-Arabi, TTh, hal 290



67

Sedangkan menurut hukum figh, sebagaimana telah disebutkan
oleh para sarjana figh yang dicantumkan di atas, praktek waris tersebut
tidak bisa dianggap karena memiliki kecacatan di dalam jumlah harta
warisan yang diwasiatkan dan dalam pewasiatan terhadap ahli waris.
Sebagaimana diketahui di dalam statement yang dikemukakan oleh as-
Syafi’i bahwa tidak boleh mewasiatkan harta kepada ahli waris kecuali
jika diizinkan oleh ahli waris."®Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh
Musthafa Sa’id al-Khinn bahwasanya boleh mewasiatkan kepada ahli

waris dengan syarat seluruh dari ahli waris menyetujuinya.*®

Berdasarkan argumen di atas, penulis mengatakan bahwa tidak sah
hukumnya praktek pewasiatan yang terjadi dalam keluarga Sugri dari dua
sudut pandang baik dari hukum positif dan hukum Islam. Ketidakabsahan
tersebut dilihat dari dua sisi, yakni jumlah harta yang diwasiatkan dan
obyek yang akan mendapatkan wasiat, atau al-Musha bih dan al-Musha

lah di dalam bahasa figh.
B. Penyebab dan Solusi Konflik Keluarga Sugri

Sudah diketahui bersama, bahwa konflik di dalam keluarga Sugri
dimulai dari adanya wasiat yang dirasa tidak adil oleh salah satu anaknya.
Dalam hal tersebut bisa dikatakan bahwa faktor tersebut adalah faktor

ketidakadilan yang membuat salah satu anggota keluarga tersebut merasa

198 sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Cairo: al-Fath li al-Alam al-Arabi, TTh, hal 288
109 Musthafa Sa’id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, Figh al-Manhaji, Damaskus:
Dar al-Qalam, Cet I11: 1996, Vol V), hal 56.
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dirugikan karena tidak mendapatkan harta warisan yang seharusnya dia

dapatkan karena berkedudukan sebagai anak dari Sugri.**

Rasa ketidakadilan tersebut, menurt Rihadi, karena praktek waris
dalam keluarga sugri tersebut tidak sesuai dengan ketentuan agama, yang
mana seorang anak mendapatkan bagian sebagaimana yang dicontohkan
oleh Rasulullah.”* Masalah keadailan memang menjadi hal yang urgen di

dalam pembagian waris.

Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, jika terjadi kasus
pewasiatan kepada ahli waris, yang jumlahnya tidak sesuai dengan
ketentuan, yakni melebihi dari sepertiga dari jumlah tirkah, maka bisa
disiasati dengan membatalkan wasiat tersebut dan dibagi sebagaimana
membagi harta warisan. Hal ini merupakan hal yang paling bijak
mengingat bahwa wasiat tersebut tidak sah karena tidak mendapatkan

persetujuan dari ahli waris.

Hal ini jika dihitung menggunakan sistem faraid akan seperti

berikut ini:

1. Sang istri mendapatkan bagian 1/6 karena si mayit

mendapatkan sepeedelapan karena mempunyai anak

1% \wawancara dengan Rihadi, Anak kedua Alm. Sugri.
11 Wawancara dengan Rihadi, Anak kedua Alm. Sugri.
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2. Anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sisa
(ashabah) bersama-sama dan anak lelaki mendapatkan bagian

dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Tirkah: Rp. 350.000.000

Ahli Waris: Ibu, 5 Anak laki-laki dan 4 anak perempuan

Ahli Waris | Bagian Asal Asal Bagian Waris
Masalah | Masalah
8x14 112 Tirkah
Rp. 350.000.000/112=
Rp. 3.125.000
Ibu 1/8 1 14 Rp. 3.125.000 x 14=
(siham) Rp. 43.750.00
(10) 5 anak 7 90:14 = Anak laki-laki:
laki-laki Ashabah | (Siham) 7 Rp. 3.125.000 x 14 = Rp.
dan 4 anak Untuk 43.750.000 Setiap anak.
Prempuan. laki-laki | Berhubung ada lima anak maka
12 mendapa 43.750.000 x 5= Rp.
(14) tkan 14 218.750.000
Anak perempuan:

12 Anak laki-laki dihitung 10 karena mendapatkan bagian dari dua kali lipat bagian di
permpuan. Sebagaimana yang tertera di dalam model penghitungan waris dari KH. Harits
Dimyathi Tremas, adad laki-laki dikalikan dua dan dibagi sebagaimana menghitung inkisar. Jadi
keduanya berjumlah 14.
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3.125.000 x 7=
21.875.000
Berhubung ada 4 anak
perempuan maka, 21.875.000 X

4=87.500.000

8 112

Total Tp. 350.000.000

Berdasarkan perhitungan di atas, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Ahli Waris Bagian Furudh Total Per- Individu
istri seperdelapan Rp. 43.750.000 | Rp. 43.750.000
5 Anak laki- | Ashabah Rp. 218.750.000 | Rp. 43.750.000
laki

4 Anak | Ashabah Rp. 87.500.000 | Rp. 21.850.000
Perempuan

Rp. 350.000.000

Rp. 350.000.000




BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah lalu, penulis dapat

meyimpulkan beberapa poin di bawah ini:

1. Praktek wasiat waris yang terjadi dalam keluarga Sugri tidak sah
menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia
dari dua sisi yakni sisi jumlah harta wasiat yang melebihi dari
sepertiga jumlah harta warisan. Hal ini tidak sesuai dengan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 195. Sedangkan dari sisi hukum
Islam tidak sesuai dengan Sabda Rasulullah yang disepakati oleh
Ulama Islam, bahwa harta warisan yang diwasiatkan tidak boleh
meebihi dari sepertiga dari harta warisan. Selanjutnya, wasiat waris
tersebut juga tidak sah dari segi syarat seorang ahli waris yang
mendapatkan wasiat harus mendapatkan persetujuan dari seluruh
ahli waris. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 195 Ayat (3), yang
mensyaratkan adanya persetujuan dari ahli waris secara
keseluruhan. Sedangkan dari segi hukum Islam tidak sah karena
tidak sesuai dengan hadits yang Diriwayarkan oleh Ibnu Abbas
R.A vyang disepakati oleh para ulama, khususnya Ulama

kontemporer seperti Musthafa Sa’id al-Khiin dan Wahbah az-
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Zuhaili.

2. Faktor adanya konflik dalam keluarga Sugri tersebut dipicu oleh
ketidakadilan dalam wasiat tersebut yang membuat seseorang
seharusnya mendapatkan bagian waris menjadi terhalang karena
wasiat tersebut secara keseluruhan. Oleh karena wasiat itu tidak
sah, maka wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan dan dibagi
menjadi sebagaimana harta warisan tersebut seperti biasa. Karena
yang ada hanyalah pihak anak dan istri, sebagaimana KHI pasal
180 maka mendapatkan seperdelapan dari harta warisan karena
memiliki anak, sedangkan anak-anak alm. Sugri, mendapatkan
bagian sisa dan anak laki-laki mendapatkan 2x bagian anak
perempuan, sebagaimana KHI Pasal 176. Untuk hasil akhirnya,
mengingat tirkah dari alm. Sugri adalah Rp. 350.00.000, maka
untuk bagian Istri mendapatkan Rp. 43.750.000, dan masing anak
laki-laki mendapatkan Rp. 43.750.000, dan anak perempuan
mendapatkan Rp. 21.875.000.

B. Saran-saraan
1. Begitu banyak perkara waris di masyarakat yang justru memecah belah
keluarga yang dulunya harmonis. Hal tersebut biasanya didasari oleh
ketidaktahuan dan keserakahan dari ahli waris yang menginginkan
bagian yang lebih daripada yang telah ditentukan oleh al-Qur’an dan
as-Sunnah. Hal ini merupakan suatu pekerjaan rumah para sarjana

hukum Islam untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar
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memahami ilmu waris dan memberikan pemahaman bahwa bagian
demikian merupakan ketentuan dari Allah, sehingga diharapkan ahli
waris dapat berifat legowo menerima bagian tersebut sebagai bagian
dari ketentuan Agama.

. Praktek wasiat di keluarga Sugri dapat dijadikan I’tibar bahwa
pewasiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama malah justru
menyebabkan konflik dalam keluarga. Sehingga dapat mengingatkan
kita dan orang-orang di sekeliling Kkita agar berhati-hati dalam
berwasiat.

. Hukum Islam, khususnya hukum waris diturunkan oleh Allah
berlandaskan oleh keadilan yang membuat manusia hidup lebih
maslahat. Sebaiknya hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pembagian
waris di masyarakat agar keadilan yang berasal dari Allah ini dapat

membumi.
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Hasil Wawancara : (Narasumber : Bpk. Rihadi)

1.

Apa hubungan bapak/ibu dengan almarhum bapak Sugri?

Jawab :Saya anak kedua beliau

Apakah bapak bersedia saya wawancarai?

Jawab :latidak apa-apa

Mengenai warisan yang sudah diwasiatkan oleh almarhum bapak sugri, apakah anda
sudah mengetahui secara keseluruhan?

Jawab :la saya sudah tahu semuanya, bapak saya mewariskan hartanya untuk dua
anaknya saja saefullah dan saefudin

Soal itu, apakah bapak setuju?

Jawab : Tentu tidak, saya sebagai anaknya seharusnya juga mendapatkan bagian,
setidaknya dibagi secara adil yang sesuai diajarkan Rosulullah

Apakah bapak sudah diajak berbicara dengan anggota keluarga yang lain?

Jawab :la sudah, beberapa kali kakak dan adik saya menjelaskan, tetapi intinya saya
tetap tidak setuju,karena ini juga berarti yang lain dirugikan

Mengenai ketidak seujuan bapak ini, apakah langkah bapak?

Jawab :yang jelas saya minta juga diberi bagian,setidaknya adik saya nyusuki
istilahnya memberi kembalian agar anggota keluarga yang lain juga dapat. Kalau
memang dia baik, seharusnya meskipun bapak sudah bilang dia pewarisnya,harusnya
juga dia sadar jika anak bapak bukan hanva dia saja

Baiklah bapak/ibu, terima kasih atas wawancaranya jika dibutuhkan apakah
bapak/ibu bersedia saya wawancarai lagi?

Jawab :la tidak masalah, mbak bisa tanya saya lagi kalau dibutuhkan.



Hasil Wawancara : (Narasumber Ulil Fuad)

1.

10.

Apa hubungan bapak/ibu dengan Bpk Sugri selaku pewaris yang menjadi objek
wawancara saya hari ini

Jawab :Saya anak pertama beliau

Almarhum memiliki berapa anak? Dan apakah semuanya sudah berumah tangga?
Jawab : Bapak saya punya sembilan anak, saya anak pertama, adik saya ada delapan.
Semuanya sudah berkeluarga kecuali anak terakhir bapak saya yaitu Saefudin
Alm.Bapak Sugri meninggal karena apa ya? Dan dimana beliau meninggal?

Jawab : Bapak saya meninggal karena sakit, diagnosa dokter beliau komplikasi.
Beliau meninggal 11 Oktober 2016 dirumah

Saat beliau meninggal apakah beliau memiliki pesan / wasiat ientang harta warisan
untuk anak-anaknya?

Jawab : lya beliau berpesan secara lisan tentang wasiatnya, beliau juga pernah
membuat surat wasiat beberapa waktu yang lalu, nanti saya tunjukan wasiatnya.
Bagaimana isi wasiat warisan dari almarhum tersebut?

Jawab : Beliau berpesan kalau harta yang masih beliau miliki agar diwariskan ke
anak ke deiapan dan sembilan, yaitu Saefullah dan Saefudin

Lantas bagaimana dengan anak beliau yang lainnya?

Jawab : Bapak saya mungkin punya penilaian sendiri, beliau mungkin melihat anak-
anak yang lainnya sudah mapan, tinggal dua anak tersebut yang harus dibeli warisan
untuk modal hidup mereka.

Mohon maaf apakah dari anak yang lainnya ada yang tidak setuju mengenai
pembagian waris / wasiat waris dari almarhum bapak sugri tersebut?

Jawab : Kalau saya pribadi tidak ada masalah, tapi memang ada satu dari anak bapak
saya yang belum bisa menerima keputusan warisan tadi, tapi saya berdoa semoga
dia segera menerimanya karena ini sudah keputusan bapak kami yang harus
dihormati bersama.

Tentang wasiat /waris, apakah bapak dan keluarga mengetahui hukum islam/hukum
yang beriaku yang mengatur warisan? '

Jawab : Kami tahu kalau seharusnya wasiat waris itu harus adil, ada aturannya
memang yang sudah ditetapkan Rosulullah, saya juga pernah belajar dulu di pondok.
Bagaimana cara bapak selaku anak pertama mengatasi masalah wasiat ini?

Jawab :Saya hanya coba menengahkan entah nanti hasilnya seperti apa, kalau bisa
agar adik saya yang tidak setuju bisa setuju dengan keputusan bapak, atau jalan lain
agar adik saya yang mendapatkan warisan mau membagi kepada yang lain. Kaiaupun
tidak bisa dva-duanya biarlah sesuai dengan keputusan almarhum bapak saya, toh
itu juga sudah terjadi.

Baiklah bapak/ibu, terima kasih atas wawancaranya jika dibutuhkan apakah
bapak/ibu bersedia saya wawancarai lagi?

Jawab : la tidak masalah
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| Hari : Selasa
Tanggal : 11 Oktober 2016
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Disebabkan karna - . Sakit

Surat keterangan ini dibuat atas dasar yag sebenarnya

iNama Pelapor . Ulil Fuad
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SURAT WASIAT WARIS
Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Sugri
Tempat Lahii  : Demak
Tanggal Lahir : 5 Juli 1943

Saya dengan sadar dan tidak ada paksaan membuat Pernyataan Surat Wasiat ini,
Untuk menyerahkan harta saya kepada :

Nama : Saifullah
Tempat Lahir: Demak
Tanggal Lahir: 16 Juli 1990

Dan anak saya

Nama . Saefudin

Tempat Lahir: Demak

Tanggal Lahir: 17 September 1993

Yaitu, Gudang garam seluas 700 m2 ditaksir seharga Rp. 350.000.000,- yang
bertempat di Desa Babalan, RO1/RWO01 Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.
Saya berikan keseluruhan hak waris atas harta tersebut kepada kedua anak saya
dan hak kelolanya dapat dikelola oleh anak saya Saifullah.

Demikianlah surat pemyataan Wasiat waris atau hibah harta saya buat,dengan di
saksikan oleh saksi-saksi yang saya percaya.

Saksi dari keluarga saya:

Saksi 1 Saksi 2
W o, (5
' Ulil Fuad Rasoah
(Anak Pertama Saya) (Istri Sah Saya)

Demak 14 Septermber 2016
Saya yang berwasiat,
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Jenis Kelamin : Perempuan
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Jenjang Pendidikan
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2. MTS Miftahul Huda, Ngasem, Batealit Tahun Lulus 2009
3. MAN Bawu. Jepara Tahun Lulus 2012,
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Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat cdengan sebenarnya dan semoga dapat

digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 26 Januari 2018

Hormat Sgya,

Nihaya
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